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Peran Serta PMI dalam Penyebarluasan HHI di Jawa Timur 

Lilla Hastutl 

Enny Narwall 

Hukum 

SUPLEMEN UNAIR 2002 
SK Heklor No 4879/30"IPG/~002 

Palang Merah Indollesia (PM!) didilika" lan9gal 17 Seplember 1945 da" me,upakan 
salu-satunya organlsasl dl Indonesia yai:g melaksanakan lugas kepalangmerahan 
me:1uru[ KCIiVC!1sj JeneVIJ 1!)'1~1. SebagJi bngian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan 
-Sabit Mer?h !nternasiona! PMI rnempunyai !lIlbungc-ul dengan lugi.1::i-luga., y~flg dll~mban 
ole!) Gaakall terse but Salah satu tugas tersebut adalah mBmbantu program 
penyebarluasan hukum Ilunla"iter inlernasional dan prinsip-prinslp dasar Gerakan Palang 
Merah dan Bulan S8bit Merah 

Adaplin ;uiuJ!l penyebarluu:::.:an antara lain masyarak;'lt luas rnengenal apa Y;Hlg dimaksud 
dei,ga" I,ukum humaniter ilitemaslonal. yang pada Vlaktu dulu dlkenal dengan nama 
hUklIm peiailg. Trndakan penyebanuasan t'1c.ft;S dllakukan pada mJza damai, schingga 
;!"'~ 'i! l<,e!!!IJUI~!' n~ro '5Urttu negara ter!ibat ualam konfilk b~rsenJatil, sl!clah ada bekal b~gi 
fJendu(lilkllya 

r 'll"''''i~'' i .. ; b~"''')-''-'' ." .• " nl·"~-t-I"" "~~al' "r~' .... ~-.,,~a leb"l ', ....... •• .... ..,k '1-''''"'\ ""'11" <.:: ",,,\cu, "" '~"LI"'~," .... ,11'-"\ J t..",~ ... cl ILl, 1.'1:..1 I I vii .......... ~" II, '"..o, ,1;..1<1 ,Ll 'j'-' j'"' ::I 

"""rhubl!!!t:~~'! Qe!!~,ll] lrcl!l::il.l=1 d.'p"nll d:'!f1 f\lel!e!~~:!ll ':l~~I:~fIl r"'~!akS~!!~!:lHqy;i, IV:'IWJngkIlH:Hl 

ddal\jd h€-ild,,'\<i lblClll1 fJ~nyebClrluaSafl hukum hunlaniter internasional_ Dari segi 
manfaat"ya, pelleliliall inl dillarapkan dapat menlllgkatkan pemallaman leiliang PMI 
beserta tug~<:: tug:;~ny~ dan untul{ mennmbJh V:l3'h'asan inateri dan bahar: perku!iahan 
Huk'Jm Hurnanlier Illtenl:!:'Jion9! 

3crJa::ari,ali hal di alas, maka yang menJadl permasalallall dalam penelltlan 1111 adalah : 
ba.gJim3n~ peran serta PM] dalam pelaksanaan program penyebarluasan HHI di Jawa 
Timur sefta kendala apa yang dihadapi 

penelltlan Inl dllakUkan dellgan pendekat~n yurldls normatlf melalul pengkajlan peraturan 
perundang-undangan mengenai kewajiban penyebartuasan HHI oleh negara peserta 
Konvensi Jenewa. Ballan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 
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berkailan dangan hal lersebut. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapal 
para ahll dl bldang HHI. Bahan hukum penunjang berupa wawancara dengan plhak PMI 
caDang Kota Surabaya. Bahan-bahan hukum yang ada dllnventarlsasl untuk kemudlan 
dianalisls secarn deskriptif dengan mangartkan pada teorl yang ada. 

Sebagal kesimpulan dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat masih sangal 
lrurang dalam mengelahui dan memahaml artl penting peran PMI yang berakibal 
kurangnya dukungan terhadap PM!. Hal tersebut disebabkan kurangnya usaha 
per.yebarluasan yang dilakukan oleh PMI sendiri. 

Agar masyarakat luas leblh memahaml keberadaan PMI maka seyogyanya mUlal 
sekarang dicanangkan program penyebarluasan tersebut secara berkeslnambungan. 
Hendaknya juga dibentuk suatll kerja sarna dengan pihak leRe sebagai motor gerakan 
palang memh dan juga deng.n kalangan universitas . 

.. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur Ke hadiral Allah SWT alas segala berkal dan 

rahmat-Nya, penulls dapat menyelesaikan laporan penelitlan dengan judul PERAN 

SERTA PMI DALAM PENYEBARLUASAN HH! Of JAWA TIMUR. Penuli_an laporan ini 

terlaksano dengan blaya SUPLEMEN UNAIR Tahun 2002 dengan SK Rektor No. 

48/9/3U3/PGI2002. 

Hnrapan penulls, semaga 11asll penelrtlan Inl membawa manlaat bagl mereka yang 

m"nlbuluhkan. Sebagaimana kita sadar bahwa tak ada gadlng yang tak retak, maka 

penuns senanllasa mengharapkan l<rttlk dan saran yang membangun bag I kesempurnaan 

penulisflll laporan lni 

Aim" kata, ucapan tarlma kasih penulrs sampaikan kepada Kektor Un~'ersitas 

~ul"Il~IHa, Kelua Lembaga Penl'-Jlitjan UniversitCls Airlangga, PMI (;abang Kota Surabaya 

dan semue pihal< yang telal1 membantu terla!<sananya penelltlan Inl 

Surabaya, Desmber 2002 

Penulls 

III 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Palang Merah Indonesia (PM I) resml berdln pad a tanggal 17 September 1945 , tepat 

sebulan setelah Proidamasl Kemerdekaan Republlk Indonesia. Selanjutnya, dalam Keppres 

No. 25 Thn. 1950, dlkatakan bahwa PMI merupakan satu-satunya organlsasl dl Indonesia 

yang melaksanakan peke~aan kepalangmerahan menurut Konvensl Jenewa 1949. Tugas 

pOkok PMI sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 246 Thn. 1963 adalah : 

• PMI bertindak atas nama Pemerinlah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan 

dengan luar negen dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhl syarat-syarat yang 

d~entukan dalam Konvensl Jenewa terhadap dunla luar 

• disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) di atas, PMI mempersiapkan diri 

untuk dapat melaksanakan tugas-tugas baik di dalam "egeri maupun di luar negeri dengan 

lujuan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap beneana alam yang terjadi baik di 

dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk menean ketangkasall-ketangkasan dalam 

melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang, disampingnya tuJuan pokok dari PMI 

dalam lapangan penkemanusiaan. 

Penjabaran tug as secara nasional meliputi kegiatan-kegiatan : 

• kesiapsiagaan penanggulangan beneana; 

• pelayanan transfllsi darah; 

• pelayanan soslal dan kesehata masyarakat serta pendldlkan dan laUhan. 
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Selain nu, sebagel bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sab~ Mersh Intemesianal , 

PMI mempunyai hubungan dengan lugas-Iugas yang diemban oleh Gerakan lersebut. Salah 

salu lugas dari Federasi Inlemasional adalah membanlu pelaksanaan program 

penyebartuasan Hukum Humantter Inlemasional dan prinslp-prinsip dasar Gerakan Palang 

Merah dan Bulan SaM Merah Inlemasional. 

Secara nasional, dalam melaksanakan lugasnya, PM I senanliasa menyesuaikan kondisi 

dan perkembangan jaman lanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah 

dan Bulan SaM Merah, yattu : kemanusiaan, kesamaan, kenelralan, kemandinan, 

kesukarelaan, kesaluan dan kesemeslaan. Sedangkan dikaftkan dengan luges PMI sebagei 

bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulam SaM Merah adalah penyebanuasan Hukum 

Humanner Intemasional. Penyebariuasan Ini antara lain bertujuan agar masyarakal mengenal 

apa yang dimaksud dengan hukum humantter inlemasional. 

Pada awalnya. hukum humanter inlemasional dikenal dengan nama hukum perang, 

yanu hukum yang mengalur kelenluan-kelenluan yang benaku dalam sualu peperangan alau 

konffik bersenjala. Salah salu upaya agar kelenluan-kelenluan yang lerdapal dalam hukum 

humanner inlemasional dapal berlaku secara efektif adalah dengan menyebarluaskan 

kelentuan-ketentuan tersebut. Karena sifat hukumhumaniter yang berlaku pada saat sedang 

lerjadi konflik bersenjala, maka akan lebih berdaya guna apabila penyebarluasannya dilakukan 

pada masa damai. Tidaklah mungkin pada saal telah terjadi konffik beroenjata baru dilakukan 

pengenalan lerhadap hukum ttu sendiri.' Dengan adanya program penyebartuasan ini bukan 

berartl bahwa ada sikap menyelujui adanya konflik bersenjala. Di salu sisl, negara-negara 

lelah berupaya semakSimal mungkin unluk menghindari perang , dengan adanya kelentuan-

I Lina liastuti. Arti Penting P~ebarlua.an Hukum Humanitu InlemuionaJ. Yuridika, Vol. I j No.3, Mei 2000., 
hal242. 
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'-. ----- -
ketentuan hukum Intemaslonal yang melarang. penggunaan kekerasan bersenjata untuk 

menyelesaikan suatu masalah, tetapl dlslsl lain juga dlsadart sepenuhnya bahwa tldakiah 

mungkin untuk menghapu. perang dl muka buml inL Dan negara kita sebagal baglan dart 

anggota masyarakat intemasional, juga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti kita 

akan terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Kalau sudah demikian, menjadi suatu keharusan 

bagi semua penduduk untuk mengetahui dan memahami hukum humantter intemasiona/. 

Konvensi Jenewa 1949 pada keempat konvensinya mengatur tentang kewaliban 

negara-negara peserla untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan konvensi, dimana 

dikatakan bahwa pihak peserta agung be~anji untuk baik di waldu damsi maupun di waldu 

perang, mentebartuaskan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing

masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan 

militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi dapat 

dikenal oleh seluruh penduduk, terutama angkatan perang, oleh anggota dina. kesehatan, dan 

para rohaniwan.' 

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang metengkapi Konvensi Jenewa 1949, 

berturut-turut mengatur mengenai situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional dan 

non-internasional, meminta kepada setiap negara penandatangan untuk melakukan hal yang 

sama. Pasal 83 Protokol Tambahan I mengatakan bahwa : 

"The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed 

conflict, to dissemlnale the Convention and Ihls Protocol as widely as possible, 10 include 

the study thereof In their programmes of military Instruct/on and to encourage the study 

~ Lihatpasa141 K.I, 48 K.ll, 111 KllI, 144 KlV dari Konvensi Jenewa 1949. 
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thereof by the civilian population, so that those Instruments may become known to the 

armed forces and to the civilian populatIon.' 

Selanjutnya pasal19 Protokol Tambahan II mengatakan bahwa : 

"This Protocol shall be disseminated as widely as possible.' 

Apablla dllihat dart ketentuall-ketentuan dl atas, maka penyebartuasan hukUm humanHer 

merupakan tanggung jawab utama negara-negara penandatangan konvensi, berdasakan janji 

mereka untuk menghormatl dan menjamln penghormatan kOllYensl dalam segala keadaan.' 

Onegaskan pula bahwa para pihak peserta agung berjanjl untuk menyebarluaskan leks 

kOllYensl seluas mungkln. Inl berartl, negara penanda tangan mempunyal kekuasaan untuk 

mengapresiasi kondisVsituasi untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Dengan demikian 

usaha yang dllakUkan negara berbeda-beda, tergantung pada sarana yang tersedla dan 

terutama pada keinginan politik inslansi pemerintah yang bersangkutan. Selain terdapat dalam 

ketentuall-ketentuan kOllYensl, kewajlban negara penanda tangan untuk menyebartuaskan 

hukum humaniter juga ditegaskan dalam beberapa Konperensl Intemasional Palang Merah dan 

Bulan Sabil Merah. Pada konperensl yang diadakan setlap empat tahun sekall,waki~wakil dari 

setiap negara penanda tangan Konvensi Jenewa juga hadir, disamping International 

Gommittee of the Red Gross (IGRG), Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabn Merah 

serta Federasinya. Secara bersama-sama para wakil tersebut menyetujui sejumlah Resolusi 

dan Rekomendasi tentang penyebartuasan hukum humanner. 

) Uhat paull dari keernpat Kon'lensi Jenewa 1949. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan lalar belakang yang lelah dipaparkan sebelumnya, maka 

permasalahannya adalah bagaimanakah peran serla PMI dalam pelak,anaan penyebaran 

hukum humaniler inlernasional di Ja'I.'a Timur serla Kendala epa yang dihadapinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabll Merah Intemaslonal dan InternaUonal 

Committee of /he Red Cross (ICRC) 

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino Itali utara, pasukan Perancis dan Itali 

sedang bertempur melawan pasukan Ausna dalam suatu perang yang mengerikan. Pada han 

yang sama, seorang pemuda dan Swiss bemama Henry Dunan! liba disana dengan harapan 

dapat bertemu dengan kaisar Perancis, Napoleon III. Waldu Ku, ia melihat bahwa bantuan 

medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran 

tersebut. Tergetar oleh pendentaan tenlara yang tertuka tersebut, Henry Dunant bekerja sama 

dengan penduduk setempal, segera bertindak mengkoordinasikan banluan untuk mereka.' 

Setelah kembali ke Swiss, dia menggambarkan pengalaman tersebut dalam sebuah 

buku berjudul "Kenangan dari Solferino", yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya 

tersebut, Henry mengajukan dua gagasan : 

• pertama, membenluk organisasi sukarelawan, yang akan disiapkan di masa damai untuk 

menolong para prajunt yang cedera di medan perang; 

• kedua, mengadakan perjanJian Internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan 

perang, serta sukarel;awan dart organlsasl lersebut pada waktu membertkan perawatan. 

4 Henry Fournier, Oerakan PaJang Merah dan Bulan sabit Merah Intemasjonal dan Kornite Intemasional Palang Merah. 
MakaJah, dalam Course Materials on International Humanitarian Law, Pusat Studi Hokum Humaniter-ICRC. April, 1996. 

6 
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Setelah terbRnya buku "Kenangan dari Solferino', beberapa warga kota Jenewa 

ter1<emuka yang tergabung dalam 'Soc/ete d'Ulliite Pub/iquti' dlbawah plmpinan Gustave 

Moynler membentuk suatu panRia yang terdln dan 5 orang yang terdlri dan Gustave Moynier 

sendlri, Henry Dunant, dr. louis Appia, Dr.Theodore Mounoir dan Jendral G.H. Dufour. PanRia 

ini pada tanggal 17 Peburari 1863 membentuk sualu badan yang bernama Kome 

Intemaslonal unluk bantuan para tenlara yang eedera (Comite Intemational et Permanent de 

Secours aux Mitlta/res BleSses). Badan Inl dlkemudlan han bergantl nama rnenjadl 

International Committee of the Red Cross (ICRC). 

BerdasaOOn gagasan pertanma, dldirikan sualu organlsasi sukarelawan di setiap 

negara, yang bertuga. untuk membantu bagian medi. angkatan darat pada waldu perang. 

Organisasi inl bemama Perhlmpunan Palang Merah atau Bulan SabR Merah Nasional. 

Berdasar1<an gaga.an kedua, KomRe lima berpendapat bahwa Perhlmpunan Palang Merah 

Nasional yang ada di tiap negara saja tidak eukup karena mereka hanya memberikan 

pertolongan saja. Masih dipenukan perjanjian intemasional yang dapat menjamin para korban 

tidak dianiaya at au dipenakukan semena-mena. Disamping Ru, lenaga yang memberikan 

pertolongan juga harus dilindungi. Untuk itulah Komite lima mengusulkan kepada Pemerintah 

Swiss untuk mengadakan suatu perjanjian internasional, kemudian pada tahun 1864 

terbentuklah Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Prajurit yang luka di Medan Perang. Konvensi 

ini merupakan lanmgkah pertama untuk mengakui hukum humanRer secara Intemasional. 

Berawal dari konvensi ini, kemudian mengalami banyak perubahan dan per1<embangan, 

akhimya menjadi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 , yang terdin dan 4 konvensi, yang 

mempunyai tujuan pokok memberikan perlindungan para korban perang. 

7 
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Gerakan Palang Merah dan Bulan Sab~ Merah Internasional terdiri dari beberapa 

organisasi : 

• leRe yang sudah dibenluk lahun 1863; 

• Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sab~ Merah Naslonal yang ada dlsetiap negara 

(Perhimpunan Nasional) ; 

• Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sab~ Merah, yang merupakan 

perkumpulan darl Perhlmpunan Naslonal (Federasl). 

Anggaran Dasar Gerakan ini menjamin bahwa s!ruklur organlsasinya bersifal sah dl 

tlngkat Internaslonal. Untuk menlngkatkan kesatuan Gerakan, maka setlap empat tahun sekall 

diselenggarakan Konterensl Intemaslonal, yang dihadiri oleh leRe, Perhimpunan Nasional, 

Federasi dan negara peserta Konvensi Jenewa 1949. Konferensi merupakan Dewan 

Pertimbangan Agung dari Gerakan, yang membahas garls besar kebijaksanaan, prinslp dasar 

hukum humantter, dan ha~hal lain yang lerkait dengan operaslonal organlsasl. Apabila perlu, 

Konferensi juga membahas revisi hukUm human~er dan menyelujui resolus~resolusi yang 

dihasilkan. 

Disamplng Konferensi yang didakan setlap lahun sekall, maka setlap dua lahun sekali 

diadakan pertemuan Dewan Delegasl, yang dlhadlrl oleh leRe, Perhlmpunan Naslonal dan 

Federasl. Kemudian setiap enaln bulan sekali diadakan rapat Komisi Kerja yang akan 

memperslapkan Konterensl Intemaslonal berlkUtnya dan berperan sebagal koordlnator 

Gerakan. 

Prlnslp-prlnslp Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sablt Merah 

Prinsip-prinsip dasar ini dlsahkan pada lahun 1965 di Wina, Austria, oleh Konterensl 

Internasional Palang Merah dan Bulan Sab~ Merah yang ke-20, yang terdiri dari ; 
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=> Humanity; the Red Cross, born of desire to bring assistance without discrimination to 

the wounded on the battlefleid, endeavours-In its International and national capacity- to 

prevent and alleviate human suffering wherever it may be found. Its purpose Is to 

protect life and helth and to ensure respect for the humlln being. It promotes mutual 

understanding, friendship, co-operation and lasting peace amongst al/ peoIple; 

=> Impartiality; It makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or 

political opinions. It endeavours only to relieve suffering, giving priority to the mOst 

urgent cases of distress. 

=> Neutrality; In order to continue to enjoy the confidence of all, the Red Cross may not 

take sides in hostilities or engage at any time In controversies of a political, racial, 

religious ar ideological nature; 

=> Independence; the Red Cross is independent. The National SOCieties, while auxiliaries 

in the humanitarian services of their Governments and subject to the laws of their 

respective countries, must alWays maintain their autonomy $0 that they may be able at 

all times to act In accordance with Red Cross principles; 

=> Voluntary Service; the Red Cross is a voluntary relief organization not prompted in any 

manner by desire for gain; 

=> Unity; there can be only one Red Cross Society in anyone country. It must be open to 

all. It must carry on its humanitarian work throughout its territory 

=> UnIVersality; the Red Cross Is a world-wide Institution In which all Societies have equal 

status and share equal responsibilities and duties in helping each other.5 

j JeanPictet, The Fundamental Principles oCthe Red CrO." Commentary. Henry Dunant lruItitute, Geneya, 1979, hal . .5 
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a. International Commlltee of the Red Cf05$ (ICRC). 

Misl leRe adalah untuk mellndungl dan membantu korban-korban sengketa bersenjata 

dan ketegangan dalam negara, baik korban yang berasal dari penduduk sipi! maupun korban 

yang berasal dari anggota milner, dengan memegang teguh prinsip-prlnslp kenetralan dan 

Kesamaan perJakuan' 

leRe merupakan organisasl non-pemerintah yang mandiri dan semua anggotanya 

warga negara SWiss. Struklur organisasi leRe terdiri dari : (a). Komne: instansi tertinggi 

dengan 25 anggota. Komne mengadakan pertemuan paling sediM 10 kall dalam setahun 

untuk menentukan kebijaksanaan instnusl dan prinSlp pelaksanaan keglatannya.; (b). Dewan 

pimpinan : bertanggung jawab atas pelaksanaan keglatan leRe dan bertemu semlnggu sekali. 

Pertemuan ini, juga pertemuan Komne, dipimpin oleh Presiden leRe; (e). Direklorat, yang 

melaksanakan kegiatan operasional leRe. 

Sumber dana leRe berasal darl sumbangan darl Negara Peserta Konvensl Jenewa dan 

MEE, sumbangan darl Parhimpunan Nasional (barsifat suka rela), sumbangan pribadi dan 

berbagal pembertan uang dan hibah. Pemeriksaan keuangan dliakUkan baik dl tlngkat SWiss 

maupun di tingkat internasional. 

leRe mempunyai tugas untuk melakUkan tlndakan kemanusiaan dalam bentuk bantuan 

dan parlindungan kepada para karban, balk d.lam pertlkalab barsabjata Internaslonal maupun 

aalam negen, serta aalam kekaeauan Intem. Bllamana dlbutuhkan, ICRC mengorganlslr 

program pertolongan kemanuslaan dan operasi medis bagl korban perang, penduduk slpll dl 

bawah pendudukan musuh, serta bagi pengungsi. 

6 ICRe, Kenalilah JeRe, Marel2001, ha1.3. 
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Salah satu aspek penting dari kegiatan leRe adalah kunjungan ke tempat penahansn. 

Berdasarkan Konvensi Jenewa, untuk melindungi tawanan perang, leRe berwenang 

mengunjungi segala tempat penahanan, termasuk rumah sak~, tempat kerja dan penjara. 

leRe mempunyai hak untuk berprakarsa, artinya leRe dapat menawarkan bantuan 

dalam keadaan yang tidak tercakup hukum humantter interna.ional, .eperti kekacauan dan 

ketegangan dalam negeri. 

leRe bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan hukum humaniter 

internasional. leRe menjamin penyebarluasan hukum humaniter internasional dan prinsip 

dasamya di tingkal pemerintah, tentara dan di kalangan lertentu seperti universita., sekolah 

serta di lingkungan masyarakat umum. leRe menyusun program latihan khusus, menyiapkan 

tenaga pengajar, mengembangkan bahan pengajaran yang sesuai dengan kalangan yang 

dihadapi. 

leRe juga berperan dalam meningkatkan penghormatan pada Prinsip-prin.ip Oasar 

Palang Merah, yang mengatur pelak.anaan pekerjaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sab~ 

Merah Inlerna.ional. Unluk menjamin penerapan prin.ip-prinsip tersebut, leRe 

menyebarluaskannya di dalam Gerakan sendiri 

Peranan i.limewa diberikan kepada leRe oleh negara-begara melalui berbagai 

instrumen hukum humaniter. Walaupun demikian, kelika mengadakan dialog dengan negara

negara, leRe selalu menekankan slalusnya yang mandiri. Hanya jika diijinkan oleh suatu 

pemerintahan atau penguasa yang berwenang untuk bertindak secara mandirilah maka leRe 

dapat mewujudkan kepentingan-kepentingannya yang nyata dalam membantu para korban 

konflik, yang lerkait eral dengan mlsi kemanuslannya. 
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b. Perhlmpunan Naslonal Palang Merah dan Bulan Sablt Merah 

Perhimpunan Naslonal mewujudkan peke~aan dan prinsil>-prinslp Gerakan Palang 

Merah dan Bulan SaM Merah di sekitar 180 negara dl dunia inl. Perhimpunan-perhimpunan 

tersebut membantu pihak penguasa dl negara-negara mereka sendiri di bidang kemanusiaan 

dall memberikall serangkalan pelayanan terma suk apablla te~adl beneana dan program-

program kesehatan dan sosial. Pada waktu perang , perhimpunan-perhimpunan tersebut 

memberi bantuan kepada penduduk sipil yang terkena dampaknya, dan dimana mung kin 

mendukung dinas medls angkatan bersenjata . 

Pert1impunan Naslonal akan dlakul oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sablt Merah 

bila telah memenuhi sepuluh persyaratan berikut inl ': 

• Didirikan oleh negara yang telah menyetujul Konvensi Jenewa; 

• Merupakan satlJ-satunya Perhimpunan Palang Merah atau Bulan SaM Merah Nasional di 

negara terse but dan pemimpinnya harus berwenang untuk mewakill Perhimpunan 

Nasion.lnya di Gerakan; 

• Diakui oleh pemerintah Negara sebagai organisasi pendukung untuk instansi pemerintah 

dalam bantuan kemanusiaan; 

• Bersifat mandiri untuk dapat bertlndak sesuai dengan prinslp dasar Gerakan; 

• Memakal nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sa bit Merah; 

• Diorganisir supaya dapat melaksanakan tugasnya pada waktu perang maupun damai, 

seperti ditentukan oleh Anggaran Dasamya; 

• Melaksanakan tugas di seluruh wilayahnya; 

-

7 Henry Foumier. op.cit., hal. 4 J 
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• Menerima anggata tanpa mempedulikan ras, jenis kelamin, tingkat sosial, agama ataupun 

pandangan politiknya; 

• Menyetujui Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional 

dan bekerja sarna dengan semua bagian Gerakan; 

• Menghormatl prlnslp dasar Gerakan dan rnematuhl peraturan hukum humanKer 

internasional dalam melaksanakan tugasnya. 

Apabila persyaratan tersebut lelah dipenuhi dan prosedur resml lelah dllkutl, ICRC 

berwenang mengesahkan anggaran dasar Perhimpunan Nasional tersebut dan secara 

langsung menjadi anggota Federasl. 

Perhlmpunan Nasional bertanggung jawab atas pelaksBnaan berbagal tugas, baik di 

masa perang maupun damal : mendlrikan dan menyelenggarakan rumah saka; melallh petugas 

kesehalan; melaksanakan program pendidikan dalam bidang perawatan anak dan kesehalan 

umum; menolong orang yang cacat, yang tldak mampu dan yang lua; menyedlakan 

pengankutan ambulans; menyelenggarakan operasi penyelamalan baik di jalan, di laut maupun 

dl gunung; memberlkan kursus P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan). 

Selelah Perang Dunia II, Perhimpunan Nasional mempertuas ruang lingkup keglalannya 

untuk memenuhl kebutuhan yang muncul dengan masalah soslal baru, sepertl penggunaan 

narkolik, pengangguran dan kenakalan anak-anak. Di berbagai negara, Perhimpunan Nasional 

juga dlUbatkan dalam memberlkan bantuan kemanuslaan kepada pengungsl. 

Disamping itu, tuges tradisional Perhimpunan Nasional di masa damei adalah 

menangani pertolongan darural saal leljadl bencana alam. Semua lugas Inl dllakukan oleh 

ribuan sukarelawan di seluruh dunia, dan khusus untuk bencana alam, Perhimpunan Nasional 

dldukung oleh FederaSI. 
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c. Federasl Palang Merah dan Bulan 8ablt Merah 

Setelah Perang Dunla I, kebUluhan akan bantuan kemanuslaan besar sekal', tetapl tidak 

ada organmlsasi yang dapat mengkoordinlr operasl dl tulngkat intemaslonal. Berdasarkan 

inslatlf seorang anggota Palang Merah Amerika Serikat, dlbentukJah Ufga Perhlmpunan Palang 

Merah dan Bulan Sabtt Merah pada tahun 1919. Pada tahun 1991, Llga berubah menJadl 

Federasl. Federasl merupakan organisasi non-pemerintah yang meliputi semua Perhlmpunan 

Nasional yang telah diakul, dan juga berfungsi sebagal sekretarlat pusat. Federasi merupakan 

forum diskusi bagl Perhimpunan Nasional. 

Tugas Federasi mel/pull: 

• Mendukung pendirian Perhimpunan Nasional yang baru dan membantyu Perhimpunan 

Naslonal yang lelah menJadl anggolanya unluk lerus mengembangkan keglalannya, 

misalnya sehubungan dengan peneegahan dan perawatan AIDS, pelaksanaan program 

Imunlsasl dl daerah terpenell, dan sebagainmya; 

• Apabila sualu negara lertimpa beneana alam yang besar, Federasi mengkoordinir operasi 

penyelamatan di tingkat internasional. 

• Memberikan bantuan kepada pengungsi di luar wilayah pertempuran. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Federasi sering bertindak sebagal pelaksana UNHCR (United Nalions High 

Commissioner for Refugees); 

• Menyebarluaskan dan mempromosikan prinsip-prinsip dan ena-eita Palang Merah. 

Struktur organisasi Federasi terdiri dan Majells Umum, Komile Pelaksana dan 

Sekretariat. Federasi dibiayai oleh iuran rutin anggotanya, dan juga iuran tambahan 

sehubungan dengan operasi tertentu. 
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2. Konvensl Jenowa 1949 

Tujuan Hukum Jenewa adalah menyelamalkan dan mellndungl para korban pertlkalan 

bersenjala, meliputi anggola angkalan bersenjala yang Iidak dapal lagi lurut serta dalam 

pertempuran, karena luka, sakil, korban kapal karam dan lawanan perang, serta masyarakal 

slpll. Secara umum, Hukum Jenewa bertujuan mellndungl setlap orang yang tldakltldak lagl 

lurut serta dalam permusuhan. 

Sejak lahun 1864, hukum humantter internasional dikembangkan da/am beberapa 

lahapan. lingkup orang yang dilindungi semakin diperluas berdasarkan pengalaman yang ada 

di lapangan. Pada tahun 1899 dan 1906 perllndungan dlperluas kepada anggola angkatan laut 

yang menjadl korban kapal karam. Kemudian tahun 1929 perlidungan tawanan perang yang 

sudah lereakup dalam hukum adal dan Konvensi Den Haag, diperkual. 

Empal Konvensi Jenewa langgal 12 Aguslus 1949 memual peralurall-peraluran 

pellndung lersebut. Pada akhir lahun 1995, seJumlah 186 negara telah menandalanganlnyaB, 

sehingga dapat dikalakan bahwa Konvens~konvensi Jenewa lelah diakui secara universal. 

Sejak lahun 1864, 11ukum humaniler Internasional dikembangkan dalam beberapa tahapan. 

Lingkup orang yang dilindungi secara hukum semakin lama semakin diperluas. Pada lahun 

1899 dan 1907, perlindungan lersebul diperluas kepada anggola angkalan laut yang menJadl 

korban kapal karam. Kemudian pada tahun 1929, perllndungan lerhadap lawanan perang yang 

sudah lereakup dalarn hukum adal dan Konvensl-konvensl Den Haag, diperkual. 

Pada lahun 1949, selelah berakhirnya Perang Dunia II, Konvensl-konvensl yang sudah 

ada, direvisi dan dilengkapl, menjadl Konvensl Jenewa I,ll dan III. Sebuah konvensl baru 

dlsususn, yang kemudian menjadl Konvensi IV, unluk memberikan perlindungan kepada sualu 

8 Anne Sophie Gindroz, SejNd dAn Sumber-sUJtJ1Hu Hukum HUnJa]Jitttr IntBl7JUion8/, maJc.alah dalam Cour.e Material. 
on International Humanitarian Law, Purat studi Hokum Humaruter - lCRC, April 1996, hal. 4. 
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kategori korban yang .angat penting, ya~u penduduk sipil. Dengon demikian Konven.~ 

kenvensi Jenewo mente~emahkan gaga san meral dan perikemanusiaan dalam slstem hukum 

internasienal. Kenyensi Jenewa mewujudkan c~a-cita kepalangmerahan yang dimeteri oIeh 

ICRC. 

Kenvensl Jenewa I berjudul Geneva Cenventlon for the AmeJ/omtion of the Condition 

of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Konvensl ini dltandatanganl pada 

tahun 1864 eleh 12 negara, yang terdiri dari 10 pasai. Setelah ~u, kenvensi ini direvisi dan 

dlkembangkan pada tahun 1906, 1929, kemudian pada tahun 1949 menjadl Kenvensl Jenewa I 

dengan 64 pasal. lsi Konyensl I secara garls besar adalah : 

• Prajum yang luka dan sa~ harus dikumpulkan dan dirawal, tanpa mempedulikan 

kebangsaannya; 

• Petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang digunakan untuk merawat 

prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral; 

• Lambang palang merah di alas dasar putih disetujui sebagai tanda pelindung' 

Kenvensl II berjudul Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded. Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949. 

Berdasarkan Kenvensi Den Haag 1899 dan 1907, pada lahun 1949 disusun Kenvensl Jenewa 

II. Tenlang perbalkan kendlsl tentara yang cedera, sa~, dan kerban kapal karam dalam 

peperangan di laut. Kenyensi ini lerdirl dari 63 pasal dan berisi lenlang penyesuaian ketenlua". 

ketentuan Kenvensl Jenewa I untuk s~uasl perang dllaut. 

Kenvensl Jenewa III berjudul Geneva Convention Relative to the Treatment of 

Prisoners of War of August 12, 1949. Pengaturan mengenal perlakuan terhadap tawanan 

II ibid. hal.6. 

16 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PERAN SERTA PALANG MERAH INDONESIA ... LINA HASTUTI



perang sudah dimulai pada Kenvensi Den Haag 1899 dan 1907, yang kemudian 

disempumakan pada tahun 1929 dalam Kenyensi Jenewa yang berisl 97 pasal. Pada tahun 

1949, kenvensi ini dikembangkan lagi menjadi Kenvensi Jenewa III, yang berisi 143 pasal. 

Kenyensi ini menegaskan bahwa : 

• tawanan perang bukanlah kriminal, tetapi pihak musuh yang tidak dapat turut serta dalam 

pertempuran; 

• eleh karena itu, tawanan perang harus dipertakukan secara manusiawi selama dttahan; 

• dan tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan berakhir. lO 

Kenyensi Jenewa IV berjudul Geneva Cenventlon Relative to the Protection of Civilian 

Persons in time of War. Sebelum tahun 1949, pengaturan mengenai pertindungan terhadap 

penduduk sipi! dalam hukum humaniter sangat sedikit sekali. Pada waktu Perang Dunia II, 

ribuan orang sipil menjadi korban. Hal ini sangat menggemparkan epini dunia, sehingga pada 

tahun 1949 dlsetujui Kenvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Perndududk sipil dalam 

Peperangan. Konvensi tersebut berisi 159 pasal, yang pada intinya menegasksn bahwa : 

• setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati, tanpa diskriminasi 

apapun. 11 

Dalam Konvens~konyensl Jenewa, beberapa pasal dlantaranya dianggap sangat 

penting dan mendasar sehingga pertu dicantumkan dalam setiap kenvensl, baik terdapat dalam 

pasal yang sarna, maupun dlrumuskan dengan redaksl atau lsi yang sarna atau hamplr sarna. 

Pasal-pasal tersebut dikenal sebagal ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau common 

articles. Common articles inl meliputl beberapa kategan. Kalegar! pertama mengenal 

10 Ibid,hal.7. 
II Ibid 
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ketentuan umum; kategori kedua mengenai pengaturan hukum terhadap pelanggaran dan 

penyalahgunaan; dan kategori ketlga pengaturan mengenai pelaksanaan dan ketentuan 

penutup. 

a. Penghormatan terihadap Konyensl 

Penghormatan terhadap konvnesl dijegaskan dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa 

para pihak beljanji untuk menghormatl dan menjamin penghormatan terhadap konvensi dalam 

segala keadaan. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, penempatannya dalam pasal 1 menunjukkan bahwa 

para peserta konperensl hendak menekankan pentlngnya kewajiban para peserta unluk 

menghormatl ketentuan-ketentuan konvensl. Kala-kala • ... menjamln penghormalan" lebih 

menekankan lagi kewajiban para peserta unluk menghormali konvensi dan bertanggung jawab 

alas pelaksanaannya .'2 

Menurut Haryomataram, kata menjamin harus diartikan : 

• negara harus memerintahkan kepada pelugas mililer dan slpll unluk menaatl konvensi-

konvensi; 

• negara harus mengawasi pelaksanaan dan perinlah lersebut; 

• negara harus mengambil lindakan apabila ada pelugas yang melanggar konvensi 

tersebut. 13 

Frasa 'dalam segala keadaan' (In a/l circumstances) berarti bahwa berlakunya 

konvansi tldak dipengaruhl oleh slfal dari pertikaian bersenjala. Kelentuan konvensi menganal 

perllndungan korban perang lelap berlaku, tak pedull apakah perang Itu aelll alau tldak adll, 

-----
11 Mochtar KU'UlTIliatmadjll, KDnven$i.)u»Jvensi P~/UJB Mer.n tho J 949, Binacipta. Bandung. 1986, hal. I 8. 
il Haryomataram, Sck.clUJ1Jit ttntang HuJcum Hwmnitcr, SebeJal Maret Unllcnrsity Press, Solo, 1994, ha148. 
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apakah itu perang agresi atau perang pertahanan. Yang menjadi ukuran adalah apakah 

syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 2 telah terpenuhl." 

b. Llngkup berlakunya Konvensl 

Menurut pasal 2 ayat (1), Konvens~konyensl Jenewa akan bertaku dalam hal perang 

yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang timbul diantara kedua belah pihak 

atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. 

Ketentuan im merupakan suatu perubahan besar dalam pengaturan hukum perang, karena 

dengan adanya ayat Inl sangat mempertuas bertakunya Konvensl, tldak hanya bertaku pada 

sHuasi perang dalam arti hukum saja, tetapi juga perang dalam arti teknis. 

Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa konyensl juga bertaku untuk semua pertstlwa 

pendudukan sebaglan maupun seluruhnya dari wllayah Pihak Peserta Agung, sekalipun 

pendudukan tersebut tldak menemul pertawanan bersenjata. 

Ayat ini memperluas lingkup berlakunya KOl1vensi Jenewa 1929 yang mengatakan bahwa 

orang yang mendapatkan status sebagai tawanan perang hanyalah mereka yang tertangkap 

aalam suatu operasi milner. 

Pasal 2 aya! (3) mengatakan bahwa meskipun salah satu dart negara-nagara dalam 

sengketa mungkin bukan peserta konyensi, negara-negara yang menjadi peserta konyensi ini 

akan sama terlkat olehnya dl dalam hubungan antara mereka. Mareka selanJutnya terlkat oleh 

konyansi inl dalam hubungan dengan nogara bukan po.orta, apabiJa nogara yang tar.abut 

kemudian ini menertma dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi. 

U Mochtar Kusumaatmadja. op.c/t, hal.1 s. 
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Dengan adanya kelenluan ini maka klausula si Omnes yang terdapat dalam pasal 2 Konvensi 

IV Den Haag 1907 yang mengatakan bahwa Konyensi Den Haag hanya be~aku apabila para 

pihak yang bersengketa merupakan peserta konYensi, menjadi tidak be~ku lagi. 

c. Sengketa Bersenlata Non-Intemaslonal 

Dalam keseluruhan Hukum Den Haag dan sebagian besar Hukum Jenewa mengatur 

tentang sengketa bersenjata yang bersitat internasional. Satu-satunya pasaJ dalam Konvensi 

Jenewa yang mengatur sengketa bersenjata yang tldak bersifat internasional adalah pasal 3 

dart keempat Konvensl Jenewa. Pasal 3 Inl blasa dlsebut sebagal 'ConventIon In MlnlBtur' 

(Konyensi Mini). 

Hal yang sangat mendasar darl pasal 3 Ini adalah bahwa martabat manusla tidak dapat 

diganggu gugat. Pasal 3 melarang : 

1. kekerasan terhadap Ilwa orang, lerutama pembunuhan dalam semua lenlsnya; 

2. penyanderaan; 

3. merendahkan marta bat prlbadl, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan 

merendahkan martabat; 

4. penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan leblh dahulu 

oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum 

yang dlakul karena sangat dlbuluhkan oleh sernua bangsa yang beradab.'5 

Yang perlu mendapat perhatian, walaupun pasal 3 jnj mengatur mengenaj sengketa 

bersenlata yang tldak bersifal Internaslonal, tetapl ada dua hal yang pertu d~egaskan : 

l~ Hans.]:',:,tI:'I' G .. stle,', International Hl.Ilnllnitw-ian i..&w, cil!am Adina Pcnnanuari,dkk. J:'en~antQr Hukum HuiuaJulcr, 
leRe', ::J'.:I.<i ,1.1,;,\ '\ 1 5. 
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1. Pasal 3 tidak dengan sendirinya memberlakukan seluruh ketentuan konvensi dalam 

pertikaian bersenjata internal melalnkan hanya asas-asas pokok yang ada datam pasal 3 

tersebut ; 

2. Pa sal 3 tidak mengurangi hak pemenntah de jure untuk bertindak terhadap orang-orang 

yang melakukan pemberontakan bersenjata menurut undang-undang atau hukum 

nasionalnya sendin. Pasal ini semata-mata memberikan jaminan perlakuan terhadap korban 

konflik bersenjata berdasarkan asas-asas kemanusiaan'B 

d. Orang-orang yang Dlllndungt 

Orang-orang yang dilindungi yang dimaksud dalam common articles ini terbalas pada 

orang-orang yang turut serta aalam pertempuran atau sengketa oersenJata yang telan menJaal 

korban perang karena sa kit dan tertawan. Pasa~pasal yang mengaturnya adalah pasal 13 

Konvensl I aan II , aan pasal 4 par. A Konvensl III. Pasa~pasal tersebut hanya dlperuntukkan 

bagl para peserta tempur (kombatan), sedangkan perlidungan bagl penduduk sipil diatur dalam 

Konvensl IV. 

e. Perselujuan Khusus 

Menurut pasal 6 Konvensi , para pihak peserta konvensi dapat mengadakan persetujuan 

khusus tentang segala hal selaill yang telah ditentukan dalam pasal10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 

dan 52. Pasa~pasal tersebul berturut-Iurut mengatur mengenai : negara pelindung; kewajiban 

negara peserta untuk mencari dan mengumpulkan orang luka dan sakit; pendinan daerah-

daeran dan perkampungan kesehatan untuk melindungi yang luka dan sakit; anggota dinas 

_ ..... __ ._---
\. Mod,tlr KusumaatmadjJ, op.CU, hll 23 
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kesehatan boleh ditahan sepanjang dibutuhkan; pengembalian anggota dinas kesehatan harus 

lanpa diskriminasi apapun, seperti ras, agama alau opini pomik; pesawal lerbang kesehalan 

tidak boleh diserang dan harus dihormali; pesawal terbang kesehalan boleh mendaral d; 

wilaynh nogam nelral hanya unluk hal-hal yang mendesak; prosedur pemeriksaan lerhadap 

tersengka pelanggaran konvensi. 

Yang perlu diperhalikan adalah bahwa perselujuan yang dilakukan lidak boleh mengurangi 

alau membatas; hak-hak yang diberikan oleh konyensi lerhadap golongan orang-orang 

tersebul. Yang boleh dilakukan hanyalah perselujuan yang sesual dengan kelentuan-ketentuan 

kOllYensi alau yang bersifal lambahan alau penyempumaan kelenluan-kelenluan konYensi. 

f. Larangan Pelepasan Hak 

Larangan pelepasan hak terdapat dalam pasal 7 Konyensi I, II, III dan pasal 8 Konyensi 

IV. Posal-pasal lersebut mengalakan bahwa yang luka dan sakll, demiklan juga anggota 

kesehalan serta rollaniwan, sekal~kali tidak boleh menolak sebagian alau saluruh hak yang 

diberikan oleh konvansi serta oleh persetujuan-persetujuan khusus. Larangan ini bersifat 

mullak, lermasuk juga penolakan hak yang dilakukan secara suka rela. 

g_ Pengawasan Pelaksanaan Konvensl 

Pengawasan lerhadap pelaksanaan kOllYensi dapal dilakukan oleh Negara Pelindung 

alau leRe dan organisasi kemanusiaan. lainnya. Kelenluan mengenai Negara Pelindung 

lerdapal dalam pasal 8 Konyensi I, II, III dan pasal 9 KOllYensi IV. Dikalakan bahwa konyensl 

harus dilaksanakan dengan kerja sarna serta di bawah pengawasan Negara Pelindung, yang 

berkewajiban melindungi pihak-pihak dalam sengketa. Para pihak yang bersengketa sejauh 
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mungkll' harus memudahkan pelaksanaan tugas para wakil dan utusan Negar. Pelindung. 

Sebaliknya juga para wakiJ dan ulusan Negara Pelindung lidak boleh melaksanakan sesualu 

yang melampui tugas mereka berdasarkan konvensi. 

Pasal 9 Konyensi I, II, III dan pasal 10 Konyensi IV mengatakan bahwa ketentuan

ketentuan konyensi tidak merupakan penghalang bagi kegi.tolekegiatan penkemanusisan, 

yang mungkin diusahakan oleh ICRC organisasi kemanusiaan lainnya yang lidak berpihak, 

unluk melindungi dan l11enolong lawanan perang, selama kegiatan rtu mendapat perselujuan 

dari para pihak yang bersengketa. 

Terhadap organisasi lainnya, maka sifat maupun kegiatan organisasi tersebut harus 

memenuhi syaral-syarat : 

1) Harus merupakan organisasi kemanusiaan, yang bertujuan untuk menolong setiap orang 

sebagai makhluk Tuhan terlepas dari persoalan-persoalan polrtik, mlrrter, keahlian alau 

ukur.n-ukuran serup. lainnya; d.n 

2) Tidsk memih.k (impartial)" 

h. Larangan melakukan pembalasan 

TIndak.n melakukan pembalasan adalah sualu IIndakan yang biasanya diJarang, lelapi 

dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehk~.n dengan tujuan untuk menghentikan keadaan 

tidak sah oleh pihak musuh dan membawanya kepada perllaku yang sesual dengan hukum. 

TIndakan pembalasan hanya dimungkinkan dalam peristiwa yang sangat berat dan tidak boleh 

dlgunakan untuk segala keadaan. Dalam keadaan-keadaall tertenlu IIlldakan ini lidak 

diperbolehksn, mlsalnys Israngan tindskan pembalasan lerhadap orang yang luka, saM, 

,., 
ibid, ha1.36. 
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[ ~ 

korban kapal karam, para pegawai, gedung-gedung atau pe~engkapan yang dilindungi, dinas 

dan personil kesehatan, dinas dan personil pertahanan sipil, tawanan perang, orang-orang 

sipil, hak milik sipil dan budaya, sebagaimana tercantum dalam pasal46 Konyensi I, pasal 47 

Konvensi II, pasal 13 Konyensi III dan pasal 33 Konvensl IV. Larangan ini kemudian diperluas 

oleh Protokol Tambahan I 1977 dengan adanya larangan pembalasan terhadap lingkungan 

alam dan bangunan-bangunan serta instalasi-instalasi yang berbahaya. 

I. Peny.barluasan Konvonsl 

Penyebarluasan konvensi menjadi tanggung jawab para Pihak Peserta Agung. Pasal47 

Konvensi I, pasal 48 KOlwensi II. pasal 127 Konvensi III dan pasal 144 Konyensi IV 

mengatakan bahwa Pihak Peserta Agung be~anjl untuk balk dl waktu damal maupun di waktu 

perang, menyebarluaskan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka rna sing

masing, dan terutama untuk memasukkan pengaJarannya dalam program-program pendldikan 

militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipll, sehingga asas-asas konvensi ini 

dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terlltama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas 

kesehata, dan para rohaniwall. 

J. Pemberanlasan Pelanggaran dan Penyalahgunaan Konvensl 

Suat" peraturan hUkum dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut mengandung 

sanksi yang efektif pula. Di dalam Konvensi Jenewa, pengaturan mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran dan penyalahgunaan konyensi diatur dalam pasal 49, 50 Konvnesl I, pasal 50, 51 

Konvensi II, pasal129, 130 Konvensi III dan pasa1146,147 Konvensi IV. Pasal passl tersebut 

berisi dua hal yang penting : 
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1. bahwa menjadi kewajiban bagi negara-negara untuk menetapkan peraturan perundang

undangan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang yang 

melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu pelanggaran berat konvensi 

2. pelanggaran berat yang dimaksud meliputi : pembunuhan yang dlsengaja, penganiayaan 

atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, 

menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau 

kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda 

yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dHakukan dengan melawan hukum 

serta denga n semena-mena. 

k. Mulal dan Berakhlrnya Konvonsl 

Mengenai kapan mulai berlakunya konvensi, pasal 59 mengatakan bahwa konvensl 

akan mula I berlaku enam bulan sesudah penylmpanan dokumen ratifikasl kepada Dewan 

Fed~ral Swiss. Sedangkan mengenai kapan berakhirnya konvensi alau berapa lama konvansi 

Inl akan berlaku, tidak dlatur dalam pasal-pasalnya. Tetapl konvensi masih memberikan 

peluang kepada negara-negara untuk tidak lagi terikat pada kewajiban-kewajiban yang 

dibebankan oleh konvensi, seperti apa yang terdapat dalam pasal 63 yang mengatakan bahwa 

tlap-tiap Plhak Peserta Agung bebas lIntuk menyatakan tidak terikat lagi oleh konvensi ini, dan 

pemyataan tersebut Ilarus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Federal SWiss. 

3. Penyebartuasan Hukum Humanlter Internaslonal 

Berdasarkan common anicle yang telah dluraikan terdahulu, salah satunya adalah 

mell[WllfH penyebarluasflll hetentuan-ketentuan hukum humalliter internasional dimana 
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dlkatakall bahwa Pihak Peserta Agung be~anji untuk, baik di waldu damai, maupun di waldu 

perang menyebarkan teks kOlwensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, 

dan terutama untuk memasukkan pengajaron kOlWens~konvensi dalam program-program 

pendldlkall militer, dall jlka mung kin dalam program pendldikan sipi!, sehlngga asas-asas 

kOllvensi ini dapat dikenal olell se!uruh penduduk, dan terutama oleh angkatan perang, oleh 

on990ta dinas kesehata dan pendeta. 

Menyebarluaskan hukum humaniter merupakan tanggung jawab utama negara peserta 

Konvensi Jenewa, berdasarkan janjl mereka untuk menghormati dan menjamin penghormatan 

konvensi dalam segala keadaan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam common article pasal 1. 

Untuk memenuhi janjl tersebut, para negara harus menyebarluaskan hukum humaniter, agar 

hu/<um tcrsebut dapat diterapkan secara efeldif. 

Selaill terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, kewajiban penyebarluasan Inl juga 

terdapat dalam Protokol Tambahan I dan /I tahun 1977, yaitu pasal 83 Protokol Tambahan I 

dan pasal 19 Protokol T ambahan /I. 

Jodi, berdasarkan Konvensi Jenewa dan juga Protokol Tambahannya, kewajiban utama 

diserahkan kepada pemerintah negara penandatangan. Olsamping itu, Palang Merah yang 

berad. di seluruh dunia, khususnya dimana ada pertikaian bersenlata, dapat secara langsung 

menyaksikan konsekuensi dari pelanggaran hukum humaniter. Palang Merah berusaha juga 

untuk memperbaiki situasi di lapangn deng.n mengambil peranan al<!if dalam menyebarluaskan 

hukum humaniter. Tetapi usaha Palang Merah tetap bersifat dukungall, karena tanggung jawab 

utama dalam hal ini ada pada negara peserta. 

Kewajiban negara penandatangan untuk menyebarluaskan hukum human~er juga 

ditegaskan pada beber~pa Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 

, . 
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PU" peserta kanterensi secara berturut-tvrut lelall menyelujUi seJumlah Resalusi dan 

Rekamendasi tcntang penyebarluasan hukum humaniter, yang diadakan masing-masing pada 

lahun 1887, 1906, 1921, 1934, 1949, 1957, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981 dan 1986. 

Pada Konlerensi Internasional unluk Perlindungan KOrban Perang yang diselenggarakan 

di Jenewa, SwIss, pada lahun 1993, diselujui sebuah Deklarasi mengenai penyebarluasan 

hukum humaniler. Pada bagian II Deklarasi lersebul berbunyi : 

"Kami menegaskan kemb.1i kewajiban yang diberikan kepaoo kami dalam pasal 1 

Konvens~kanvensi Jenewa, lInluk menghormati dan menjamin penghormalan hukum human~er 

dalam segala keadaan, dengan lujuan melindungi korban pertikaian bersenjala. Kami meminla 

dongan legas kepada semua negara unluk berusaha semaksimal mungkin dalam : 

1. Menyebarluaskan secara sistema tis hukum humaniter dengan cara mengajarkan peraturan 

lersebul kepada masyarakal umum, misalnya dengan memasukkannya dalam program 

pendidikan dan dengan meningkatkan kesadaran media massa. Dengan demikian, 

masyarakal umum dapal mengerti peraillmn lersebut dan dapal bertindak apabila lerjadi 

pel.nggaran terhadap peraluran itu; 

2. Mengajar hukum humaniler di lingkal inslansi pemerinlah yang bertanggung jawab alas 

penerapannya dan memasukkan peraluran dasar hukum humaniler dalam program inslruksi 

unluk calon prajuril, dan dalam kilab undang-undang serta lala lertib mililer. Dengan 

demikian, setiap anggota angkatan bersenjata menyadari bahwa dia w.jib memaluhi 

peraluran lersebul dan harus mendukung penerapannya; 

3. ( .. .) 

4. Mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan unluk merallflkasl 
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Deng.n demikian, kita dapat melihat bahwa penyebarluasan hukum humanfter tetap 

meniadi pokok pikiran di tingkat internasional dan tetap merupakan kewajiban bag; setiap 

negara dl tingkat nasional. 

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Mer>.h InternaslOnal menentukan 8 kelompok 

yang menjadi kalangan sasaran penyebarluasan hukum humaniter di tiap-tiap ncgara peserta. 

Kel~mpok yang dimaksud adalah 18 : 

1. Angkatan BerscnJata 

Pada masa sekarang Inl, pertikaian bersenjata yang terjadi di berbagal belahan dunla 

semakin berslfa! kun,pleks, semak", banyak kepentungan politik yang tereakup, baik di 

tingkat nasi anal maupun internaslonal; dengan per1(embangan teknologl yang semakln 

pesal, sema"in canggihnya persenjataan yang digunakan; juga dengan adanya bermaeam-

macam faksl yang IkUt tenibat dalam pertikaian, sehlngga semakln sulft menentukan pihak 

musuh. 

Oleh karena ftu, Istllah yang lebih tepat dlgunakan untuk kategpn sasaran Inl adalah 

peserta tempur, yang berarti orang terlibat secara aklif dalam suatu pertempuran. Dengan 

demiklan tldak hanya melipoll anggota angkatan bersenJata secara tradlslonal saJa, tetapl 

juga anggota angkatan para-militer, gerakan oposisi, pemberontak, gerilyawan, dan 

sebagalnya. 

2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulall Sablt Merah Naslonal 

Penyebarluasan hukum humaniter inlernasional juga diperlukan di lingkungan 

Perhimpunan Nasional karena sebagian anggota Perhimpunan Nasional, khususnya pada 

::-~ ........ ----~ 
11; CaiuJia Azzolini, Pelaks&n:tan Hukum HLDllaniter Intemallional, MakaJah dalam Cvut'Se M::rt.erj&iH (>fJ International 
Hl:lnnitarian Law, Pusat SbJdi Hllkurn Hurnaniter-ICRC, Apri11996, hal. 12. 
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tingkat menengah ke bawah, b~lum mengetahui hukum humaniter internasional secara 

terperinci. Sedangkan penyebariuasannya termasuk dalam salah salu bidang kegialannya. 

Kalau Perhimpunan Nasional sendiri kurang memahami hukum humaniler inlernasional 

maka bagaimana dengan lugas penyebarluasan yang diembannya? 

Tanggung jawab Perhimpunan Nasional disini mempullyai dua aspek : 

• pertama, Perhimpunan Nasional harus menjamin bahwa 311990ta sarta pejabatnya telah 

mel1getal1~i hukum humalliler intcmasional seeara mendalam; 

• kecilla Perhimpunan Nasiollrll harus bekerja sarna dengall hdujuh kelompok sasaran 

lainnya,untuk berusaha mencapai tujuan yang konkr~ dalam penyebarluasan hukUm 

humaniter. 

Dalam Konferensl Intemaslonal ke-24, tahun 1981 dl Manila, ada suatu usul resml 

dimana Perhimpunan Nasional perlu menugaskan seseorang secara khusus untuk 

penyebarluasan hukum human~er Internas!onal, karena llka tugas tersebut dlladlkan satu 

dellganlugas lainllya, maka hasil yang dieapai akanlidak efeklif. Oleh karena itu, diusulkan 

agar sumber daya manusla serta dana yang dlbutuhkan dlsedlakan secara khusus untuk 

kegiatan tergebut. T eta pi semua itu tergantunQ pada SitU8Si dan kondisi sorta kemauan 

seliap Perhimpullan Naslonal. ICRC dan Federasl dapat membantu, khususnya untuk tahap 

pertama, yailu persiapan personil Perhimpunan Nasional dalam hal yang berka~an dengan 

Ilukum Ilumanlter Internaslonal. 

3, Instansl pemerlntah 

Instansi pemenntah yang dimaksudkan disini adalah instansi yang mempunyai 

keterkaitan secara langsung dalam penerapan hukum humaniter internasional apabila 

terjadi perfikaian bersenjata, misalnya Depatemen Pertahanan Nasional, Departemen Luar 
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Negeri, Departemen Kehaklman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, 

Departemen Sasial, dan Departemen Pendidikan Nasianal serta lembaga nan-departemen 

dibawah naungan Menteri Kamunikasi dan Infarmasi. Mereka harus mengetahui hukum 

humaniter intemasianal karena apabiJa terjadi pertikalan bersenjata, instans~lnstansl 

iersebutlah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum 

humaniter internasianal, seperti Kanvens~kanvensi Den Haag, Kanvens~kanvensi Jenewa, 

Protokal Tambahan, dan lain-lain. 

Jadi, tujuan penyebarluasan hukurn humaniter internasional di kalangan instansi 

pemenntah adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penkemanusiaan dl 

lapangan dan mempromosil<an program penyebarluasan hukum humaniter intemasional di 

tingkat nasional. 

4. Universitas 

i':ulJngan akademls merupakan komunltas yang penting sekall dalam hal 

penyebarluasan hukum humaniter internasianal. Sebelum adanya Kanterensi Diplamatik 

tahun 1974-1977 yang dladakan dl Jenewe, belum banyak para ahll yang mendalaml 

hukum humaniter internasianal. Tetapi .etelah kanterensi tersebut, semakin banyak para 

pengajar dari berbagai unvenrsllas dari seillruh dunia yang memperdalam pengelahuannya 

dl bidang hukum humaniter internasianal. 

Alasan mengapa Kalangan aK2aemisi alpanaang pentlng seKali aalam hal 

penyebarluasan adalah : 

• para pengajar dapat bekerja sarna dengan palang merah, angkatan bersenjata ataupun 

instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas penyebarluasan di tingkal nasional; 

kalangolll aka demisi merupakan calon pemimpin negara di masa yang akan datang. 
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6. Personll baglan medls 

Dalam Konvensi Jenewa maupun Prolokol Tambahan lelah d~egaskan mengenai 

kectudukan para dokler maupun pelugas kesehalan lalnnya pada waklu lerjadl pertlkalan 

bersenjata. Tetapi, belum tenlu yang bersangkulan mengelahui dengan baik apa yang 

menjadl hak dan keWajibannya dalam kerangKa hukUm human~er Inlemaslonal. 

6. Sekolah Dasar dan Menengah 

Tujllannya adalah mengajarkan para sis\'la sejak din; mengena; beberapa aspek dari 

hukum human~er inlcrnasiona!. Telapi, 'pesan yang ingin disampalkan harus dengan bahasa 

yang sederhana. sesuai dengan tingkat pendidikan dan pemahama:llnya Sejak memasuki 

b.mgku sekolnh, anak-anJk te!oh dap:'1:t diberi pcr.gcrtial1 tcnt<1ng prinsip dasar 

pel iKernanusiaall, perdamaifJn. salill~1 perlgertian, serta pentingllY~ penggunaan lambang 

Palang Merah dan AulDn S3bit MP.'fnh 

Bog, Perhimpun"n Nasion"l, kalangan Sekolah Dasar dan Menengah merupakan 

sasaran, tldak hanya unluk menyebarluasKan hukum humanner Internaslonal, tclapl juga 

lllllllk memberikall pengetahuan talltallg kegiatan kepalangmerahall, karen3 anak-anak 

t:,sellut ~apal menjadi calon sukarelawan untuk segala aklintas Perhlmpunan Nasiona!. 

7. Media massa 

Sebagian besar wartawan belum mengelahui bahwa di dalam hukum humaniler 

internasional lerdapal beberapa peraluran khusus yang memberikan perlidungan kepada 

media massa pada waktu terjadi pertikaian bersenjata. Disampillg itu, media masssa 

mempunyai peran yang penting sekah dalam membentuk opini publik. 

8. Masyarakal umum 
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Mengapa masyarakal umum juga perlu mengeiahul lenlang hukum humaniler 

inlernasional, hal lersebut unluk mencegah peningkalan kekerasan jika lerjadi pertikaian 

bersenjala dimana penduduk sipil ikul campur dalam sualu pertempuran. Biasanya, apabila 

penduduk sipil lurut serta dalam suatu pertempuran maka tingkat kekerasan akan meningkat. 

Hal illl karella penduduk sipil memang tidak disiapkan untuk menjadi peserta tempur dan tidak 

banyak mellgetahui lenlang peraluran yang berlaku pada saal pertempuran sedang 

bertallgsullg. Dalam situasi seperti itu, pelanggaran lerhadap hukum humaniter seperti 

pembulluhan, pellyiksaall dan serangan membabi buta terhadap masyarakat akan semakin 

meningkat S~!Anjutllya, perlakuan tersebut akan mellyebabkan timbulnya perlawanan dan 

keinginall untUk balas delldarn dan semakin IiJ1~mi tingkat kekerasan dalam pertempuran, dan 

seterUStlya. dan seterusnya 

Disampillg itu, Ileempal KOllvellsi Jellewa Clengatur mengenai perlilldungall terhadap 

masyarek~t sipil. Hal Ini Juga merllr'3k;:w SIIf'ltu alasnn untuk menyebt!:rluflskan ketelLruan ... 

ketenlutJil hukurn IlulIlaniter illh-:rnasional di tinOKat masyarakat umum, supaya mengetahui apa 

j',,,~~ rne!1J~r!1 h,'"!k dan kev'I<lJloannya pada waktu terjadi pertikaian bersenjata. Dengan adanya 

pe"yebarluasa" lersebut diharopka" masyarakal umum menjadi berminat pada prillsip-prinsip 

dasar reriken13!lUSlaan dan dapat mendukung usaha Gerakan Palal1g Merah dan Bulan Sabit 

Merah Internasional. 
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BAB Itt 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bertuJuan : 

• Ivicilyetahui perallan PMI secara lebih luas, tldak hanya yang berhubungan dellgan 

transfu~i d::rnh ~cpertj yt'mg trll1h dikennl se~ama mi; 

• Mellelaal) dalam pelaksanaanllya, kernungkinan adanya kendala dalam pellyebarluasan 

11UIt;u:11 l1umnniter internasional. 

O.lri 3cgl mJ!1faat, penelitian i:tl diharapkan : 

• Menlngkatkall pemahaman lentang PMI beserta tugas-lugasnya 

• rvh::tw.rnb~h wawasan materi dan bahal1 perkuliahan Hukum Humaniter Internasional. 
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BA B IV 

METODE PENELITIAN 

Pefldekalafl masalah secara yundts dilakukafl melalui pengkajian peraturan perundang-

undang"n , terutama di bidang hukum humaniter internasional dan kepalangmerahan. 

Sumber bahan hukum primer dikumpclkan melalui studi kepustakaan yang berupa 

konvensi dan peraturan perundang-undanga!l lain yang berkenaan dengan hukum humaniter 

internaslonal , pellyebarannya, dan kepalangmerahan . 

Bahan hukum sekunder diperoleh melalul buku-buku dan pendapat para ahli yang 

berhubuI)9i:Ul dengan rna salah tersebut di a t~s 

Bahan hukum penunjang diperoleh dari wawancara yang mendalam mengenai segala 

sesuatu yang bernaitan dengan palag merah dan penyebarluasan hukum humaniter 

internasional. Wawancara dilakukan dengan pihak PMI Jawa Timur. 

Bahan hukum primer, sekunder dan penunjang yang berhasil dihimpun dianalisis seeara 

deskriptif normatif dengan mengaitkan pada teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan 

yang obyektif. Oalam penel~ian ini tidak menggunakan met ode penghitungan. 
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BABV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perhlmpunan Palang Merah Indonesia 

P,lang Merah Indonesia (PMI) pert am a kali didilikan pada tanggal17 September 1945 

dengan keluanya adalah Moch. Halta, yang pada waktu ttu berkedudukan sebagal Wakil 

Presiden Republik Indonesia. Sejak sa at itu, PMI telah aktif melakukan keglatan pertolongan 

untuk korban pertempuran perjuangan kemerdekaan dan kemudlan dengan pengembalian 

tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Melihat hasil kerja tersebut, PMI mendapat 

pengalruan secara Intemasional pada lahun 1 ~50 dan selanJutnya menJadl anggota Federasl 

Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 

Sebagai badan hUkUm, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan keberadaan dan 

tllgas PMI melalui Keppres No. 25 Thn. 1959 dan diperkuat lagi dengan Keppres No. 246 Thn. 

1963. Pada saal Inl, keberadaan PMI sudah ada dl hamplr seluruh Proplns! T1ngkat I dl 

wllayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan PM I terbagi dalam klasifikasi 

anggota biasa, luar biasa, rema]a dan anggota kehormatan. Pendanaan utama bersumber dari 

keyiatan bulan dana dan bent uk sumbangan lain yang tidak mengikat. 

Peran PMI membantu pemertntah dalam bldang soslat kemanuslaan terutama dalam 

bidang kepalangmerahan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Konvens~ 

konvensl Jenewa 1949, dlmana Indonesia talah merall1!kaslnya dengan Undang-undang No. 59 

Tlln. 1958. 

Tugas pokok PMI adalah dalam bldang keslapslagaan, bantuan penanggulangan 

bencrtn~, kesehatan (pelayallan Iransfusi darah, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat) 
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dan pembina an Palang Merah Remaja (PMR) dan sukarelawan PMI berlandaskan pada 7 

Prisip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan SaM Merah. Dalam sHuasi kor,flik bersenjata 

khuslisny', PMI akan menJaga sikap kenelralan dan kesamaannya, yang berarti bahwa PMI 

liuuk u'o" llIelibalkan dirifberpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu 

dan dalam petaksanaan pertolongannya tidak melakuk8n pembedaan tetapi mengutamakan 

,asaran korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. 

Struktur Organisasi PMI terdiri dari PMI Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting. 

Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perhimpunan PMI adalah musyawarah nasional, yang 

dihadiri oleh para pengurus pusat, utusan-utusan pengurus cabang dan daerah. Musyawarah 

ini didakan setiap lima tahun sekali, dan mempunyai tugas sebagai berikut : 

• menilai pertanggungjawaban pengurus pusat; 

• l1lenentllkan pokok-pokok kebijakan organisasi daiam kurun waktu lima tahun; 

• memlllh pengurus pusat yang baru untuk masa baktllima tahun kemudian 

• membahas hal-hal penting lainnya 

Selain musyawarah nasional. ada juga musyawarah daerah dan cabang sesuai dengan 

lingkup kepengllrusannya. Disamping itu, terdapat musyawarah luar biasa yang dapat 

diselenggarakan apabila para pengurus di masinsrmaslng tingkat tidak menyelenggarakan 

organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

Pengurus Pusat PMI berkedudukan di Ibukota Negara RepubJik Indonesia. Kewajiban 

pengurus pus at adalah : 

• melaksanakan ketenluan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

• melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah dan musyawarah ke~a naslonal 

• memimpin pelaksanaan tug as PM!. 
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SelanJutnyo Pengu",. Pu.at bertanggun9 jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Musyawarail Nasional. 

Anggota PMI adalail setiap setlap warga negara Indonesia yang bersedia menjadi 

anggota PMI yang terdili dari : 

anggota rcmaJa 

Yang dapat dlterima sebagai anggota remaja adalah warga l1egara Indonesia yang 

berumur antara 10 sampai 20 tahun Setelah menrapal usia 20 tahun, anggota remaja 

dapat mel1jadi anggota biasa. Anggota remaJa sebaga, calon al1ggota dan kader penerus 

PM I berkewajlban membantu pelaksanaan keglatan kepalangmerahan. Hak dan kewajlban 

8n9got8 remaja dilaksanakan melalui wadah Palang Merah Remaja (PMR). 

=> anggota blasa 

Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang menaruh perhatian dan minat untuk 

berperan serta memajukan gerakan kepalangmerahan, yang telah berusia 20 tahun keatas 

atau telah kawln. Anggota Inl berkewajlban menumbangkan darma baktlnya menurut 

kebiJaksanaan Cabang sesuai dengan peraturan Penguru. Pusat. Sedangkan haknya 

mellputi kehadlran dalam musyawarah cabang; dalam hal anggota blasa dl cabang yang 

sudah mempunyai ranting, mewakllkal1 haknya kepada utusan ranting yang bersangkutan. 

Untuk blsa menjadl anggota blasa, harus menda1tarkan dlrl terleblh dahulu kepada 

Pengurus Cabang dan keanggotannya akan berhentl manakala yang bersangkutan minta 

berhent! atau menlnggal dunla. Anggota blasa dapat dlberhentlkan oleh Pengurus cabang 

apabHa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama PM!. 

Setiap anggota biasa pada dasamya adalah tenaga suka rela (TSR) yang 

menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan dana, baik secara keseluruhan 
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al,upunsebogian unluk lugos kemanusiaa. Korps suka rela (KSR) adalah kesaluan alau 

unil di dalam Perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi anggola biasa yang 

meny.takan diri menjaeli KSR PM!. 

Fungsi TSR dan KSR PMI adalah sebagai lenaga pelaksana Perilimpunan PMI dalam 

moloksanakan tugas kemanuslaan. Dalam melaksanakan fungsinya, TSR dan KSR 

berslalus sebagai lenaga suka rela. Sebagai kesaluan maupun sebagai pribadi 

,ukorelawan TSR nan ~.SR wajib menglkull tata lertlb dan kelenluan yang ada . 

.. ~ angootCJ luar blasa 

YallY melljacii anggola luar biasa adalah warga negara bukan Illdonesia yang diangkat 

dengan Sural Kepulusan P~ngurus Pusat berdasarkan Jasa-jasony. kepada PM!. 

=:> _nggola kehormatan 

Anggota kehormalan adalah warga negara Indonesia yang diangkal dengan Sural 

Kaputllsan Pengu,us Pusat berdasarkall jasa-jasanyakepada PM!. Pengurus Pusal, Daerah 

dan cabang dapal mengusulkan sese orang untuk diangkal menJadl anggola kehormalan, 

sesuai dellgan peraturan yang dikeluarkan Pengurus Pusal. 

Mengenal sumber dana PM I, sesual dengan sifalnya, PMI yang dibenluk oleh dari dan 

untuk masyarakal yang membuluhkan pertolongan, maka masyarakat merupakan sumber 

dana yang ulama. Dalam kenyalaan yang ada, masih perlu d~enlukan laplsan masyarakal 

manakah yang sewajamya diminlai sumbangan. Selain ilu besamya sumbangan juga 

dlsesualkan dengan kemampuan dan kerelaan golongan masyarakat yang bersangkUtan. 

Untuk menghimpun dana sosial darl masyarakal, ada beberapa kategori : 

• Bulan Dana PMI, merupakan salah satu slstem pengumpulan dana PMI yang mendapat Ijin 

tatap dari pemerlntah, dalam hal ini Departemen Sosial yang diselenggarakan tiap tahun 
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sekali selama dua bulan. IJin bulan dana PMI dlbenkan kepada Pengurus Pusat PM I, untuk 

seialljulilya Pengurus Cabang bertindak selaku pelaksana dl masyarakal; 

• PCllgllmpulan dana lainllya, yang berupa sumbangan sukarela dan anggota masyarakat 

alas illisislif sendiri Ji s.mping iuran anggola PMI. Sumbangan yang diterima paling banyak 

dan lombaga usaha; 

• SlJl1siJi pemerilltah, bail( plisat maupun daerah. 

2. Laporan Keglalan PMI selama lahun 2001 

Berdasarkan laporan Program Kerja Penguru3 Cabang PMI Kota Surabaya Tahun 

1'.l1g90,"n 2002 dapal dikelahui berbagai kegialan yang te!ah dilakukon 

• Bldang Penang9u1angan Bencana dan Bantuan Kemanuslaan, mellpull : 

- Bantuan Impada para pengungsi Samprt; 

- Bantuan untuk yatim piatu; 

. !lantuan para i<orllan kebakaran; 

- Bantuan tenaga KSR yang bekerja sama dengan WFP, PMI pusat dan PMI 

Sampang; 

- Bantuan tenaga dan pelayanan kesehatan, yang meliputi bantuan tenaga KSR pada 

pos pelayanan kesehatan terpadu, bantuan lenaga pelatlh dan KSR pada keglatan 

orlentasi dan diklat, bantuan tenaga KSR dan ambulance pada pelaksanaan 

upacara, bantuan tenaga KSR dan ambulance pada keglatan olah raga dan bantuan 

tenaga KSR dan ambulance di obyek wisata dan seni. 

- Bantuan kemanuslaan berupa uang transport; 

- Tracing and Mailing Service (TMS). 
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• Bldang Pendldlkan dan Pcnlngkat.n Sumber Daya Manusla 

Kegiat." Pelldidikall dall Pelatih211 meliputi ; 

- Pelatihan di IingkUngan PMI Cabang Kota Surabaya, yang dimaksudkan untuk 

pellyegarall bagi para pelatill maupull all9gola KSRdellgall lujuan untuk 

menlngkatkan kemampuan, balk pra~1ek maupun teori, agar ketrampllan yang 

olmililo..i dapat terus berkembang sesuai dellgan ilnHl-ilmu rp.11olnll-gan pertama 

yang semakin maju; 

- Pengiriman pelallhan pelatil1 di PMI daelal1 Jawa Timur. Selain me"gadakan 

pelatihan di IIngkUngan ~endlrt, PNI cabang Kota surabaya Juga menglrtmkan para 

pt",lalih pada pclatihan yang diselengg,ullkan olel1 PMI daerah Jawa TImur. 

TlIJlIannya adalah untuk meningkatkan IImu, balk praktck maupun teon serta 

membandingkan sejauh mana ilmu yang dimiliki olel1 PMI cabang Kola Surabaya 

dengan PMI Cabang lain; 

- Pelatihall eli inst:msi pemerintah, swasla dan perusahaan dalam rangka 

m6nycbar:uaskan ilmu tentang pcrtolongan pertama; 

- lomba-lomb" KSR PMI cabang Kola Surabaya yang dliahui.;'Hl unluk mellgukllr 

sejauh mana !<emampuan/ketrampilan yang dimiliki anggota KSR PMI cabang 

Kote <iurabaya, di tlngkat daerah maupun nasional; 

- KunJungan yang dliakUkan oleh PMI cabang lain maupun Perhlmpunan Naslonal 

dan negara sahabat (Filipna, Australia, Jerman dan Belanda) ke PMI cabang Kota 

Surabaya, di JI Sumatra 71 Surabaya. 

Sumber Daya Manusla yang dlmlllKl oleh PM I cabang Kota Surabaya, mellputl : 

40 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PERAN SERTA PALANG MERAH INDONESIA ... LINA HASTUTI



- Pelatih sebanyak 27 orang; 

- Anggota KSR sebany.k 253 or.;1g; 

- Anggota PMR, yang lerdiri dari : 

Kelompok Mula seb.nyok 240 or.ng 

Kelompok Madya sebanyak 3180 orang 

Kelompok Wira sebanyak 30G1 orang 

• Usaha Transfusl Oarah dan Pelayanan 50slal, KeseJahteraan Masyarakat 

Usaha Trallsfusi Darah meliputi beberapa kegiatan : 

- Pengendalian dan pengawasan, yang terldl darl : (a) penlngkatan donor suka rela; 

(b) Pengerahan donor darah (rekruitmen); (e) pembinaan kepada donor darah suka 

rela; (d) pemerlksaan darah; (e) produksl darah; dan (1) komputerlsasl. 

- Monitoring dan evaluasi; 

- Pemberlan pia gam penghargaan; 

- Peningkatan sumher daya rnallusia 

Pelayanan Soslal dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan jalan mcmbuka polikllllik dan 

pO$> pelay;man PPPI\ di beberapa ternpat. 

, Public Relatlon/Kehumasan 

PMI <abang Kota Surabaya dalam bidang kehumasan telah melakukan kegiatan : 

- publikasi kegiatan melalui Gelora PMI Jatim yang diterbitkan sebulan sekall oleh 

PMI daerah Jawa Timur; 

- dokumentasi berupa foto maupun rekaman video terhadap seliap keglatan PMI, 

terutama yang menyangkul pelayanan masyarakal. 

.., Menlngkatkan Parana" PMI Cabang Kota Surabaya 
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Hal 1111 meliputi : 

- peningkalan sarana dan prasarana unluk kelancaran lugas PMI, misalnya kompuler, 

faksimili, perlengkapan alai peraga, dan sebagainya; 

- meningkalkan profesionalisme sumber daya manusia melalui upaya 

pendidrl<anll<ursus, misalnya kursus komputer. 

• Merealislr Ranting PMI dl setlap Kecamatan. 

Dari berbagai kegiatan saperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menurut pihak 

PMI cabang Kota Surabaya, terdapat beborapa hambatan dalam pelaksanaannya, mlsalnya : 

Mungkin karana kurangnya kesadaran tentang peran penting dall beragamnya kegiatan 

yang dapat dllakUkan oleh PMI, penggalangan dana dar! lembaga-Iembaga swasta maslh 

menernui banyak kesuJitan; 

Bahwa sarana dan prasarana yang ada belum memenuhl standar, baik dari segi 

kuahtas maupun kualltilas, sel1ingga kurang bisa mendukung secara optimal segala kegiatan 

operasional yang diJakUkan oleh PMI cabang Kota Surabaya; 

Dalam hal pencarian keluarga yang hiJang (TMS), serlngkali menghadapi kandala 

sebagai berikut : 

- ala mat yang dicari seringkali kurang lengkap/kurang jelas, sehingga menyulitkan 

renc~rian; 

- dat~-dataiarsip I<ependudukan yrHlg sudah lama di tiap kecamalan/kelurahan sulit 

diperoleh; 

- parliDahan nama jalan juga sering kali menyulitkall pellcaria, karena para pencari 

sebagian besar masih menggunakan nama Jalan yang lama; 
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- upaya pencarian melalui media celak unluk pencarlan keluarga sering kaH tidak 

dimuat. 

Hambatan yang lain, yang berhubungan dengan kehumasan. Publikasi mengenai 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PMI dl media massa/cetak maupun media audio 

visual sangat kurang .ekali, padahal pihak PMI sudah berusaha dengan keras unluk itu. 
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i. Keslmpulan 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian terdahulu maka dap"t disimpulkan bahwa masih kurangnya 

kesadaran masyarakat umum akan arti penting dan beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh 

PM I, sehingg. hal tersebut berakibat kurang'"/a dukungan yang diberikan kepada PM I dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

Masih kurangnya usaha penyebartuasan hukum humaniter yang dilakukan oleh PMI, 

padahal salah satu tugas utama PMI adalah penyebarluasan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

L.poran Program Kerja, bahwa selama satu tahun anggaran hanya sekali PMI cabang Kota 

Surabaya menjadi peserta Pelatihan Desiminator Hukum Perkemanusiaan Internasionai. 

Sedangkan kegiatan penyebarluasan secara khusus, selama ini belum pemah dilakukan. 

2. Saran 

Sellyampang negara kita belum terlibat dalam suatu konflik bersenjata, maka kegiatan 

penycbartuasan hukum human~er internasional sebaiknya dirnulai dan sekarang dengan 

membuat suatu program S9cara kontinyu; 

Agar program penyebartuasan dapat be~alan dengan balk maka hendaknya dibentuk 

karja sama dengan pihak leRe maupun universitas yang ada. 
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